PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 1 TAHUN 1959
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS KEG ATAN APARATUR NEGARA

Presi den Republik I ndonesi a,

Meni nbang :

Bahwa perlu diadakan pengawasan dan penelitian secara seksama
t erhadap kegi at an apar at ur negar a;

bahwa untuk itu perlu diadakan sebuah badan pengawas Kkegi atan
apar at ur negar a;

Mengi ngat

1. Dekrit Presiden Republik |Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang berlakunya |agi Undang-
undang Dasar 1945;

2. Undang- undang Dasar pasal 4 ayat (1);

Mendengar Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 27 Juli 1959;

Menut uskan :

Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang penbentukan Badan Pengawas Kegi atan
Apar at ur Negar a.

BAB |
SUSUNAN
Pasal 1

Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, selanjutnya disingkat
dengan Bapekan, berkedudukan |angsung di bawah Presiden Republik
| ndonesi a/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan Perang.

Pasal 2

(1) Bapekan terdiri atas seorang Ketua, seorang atau beberapa
orang Wakil Ketua dan beberapa orang anggota, yang harus
menenuhi syarat-syarat setia kepada Republik Indonesia dari
senmenj ak 17 Agustus 1945, jujur, cakap dan berpri badi.

(2) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Bapekan terdiri dari
pegawai - pegawai Negeri, anggota-anggota Angkatan Perang dan
orang-orang partikelir.

Pasal 3

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggot a-anggota Bapekan, diangkat dan
di berhentikan oleh Presiden Republik 1Indonesia/Panglinma
Tertinggi Angkatan Perang seperti dimaksud pada pasal 11

(2) Sebel um nemangku j abatannya, Ketua, Wkil Ketua dan Anggot a-
anggota Bapekan, nengangkat sunpah atau nenyatakan janji



di hadapan Presiden Republik Indonesia/Panglinma Tertinggi
Angkat an Perang nenurut cara agamanya atau kepercayaannya.

(3) Rummusan sunpah (janji) yang dimksud pada ayat (2) di atas
di t et apkan dal am Per at uran Peneri nt ah.

BAB ||
TUGAS
Pasal 4

Bapekan bertugas :

1. mel akukan pengawasan terhadap senua kegi atan aparatur negara,
bai k Pusat maupun daerah, terutana tentang dayaguna kegi at an-
kegi atan yang sewajarnya dan tentang sesuainya Kkegiatan-
kegiatan itu dengan Kkebijaksanaan unum Presiden Republik
| ndonesi a/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan Perang;

2. mel akukan penelitian terhadap Kkegi atan-kegi atan aparatur
negara untuk mnencapai dayaguna dan kew bawaan yang |ebih
tinggi;

3. menyel enggar akan pengurusan dan pengaduan dengan neliputi

peneri maan, penyal uran dan penerti ban penyel esai an yang harus
sesuai dengan ketentuan yang berl aku serta nengenai kegi at an-
kegi at an apar at ur negar a;

4. apabil a yang tersebut dalam angka 3 tidak mungkin dil akukan
sendiri ol eh Bapekan, maka pertinbangan disanpai kan kepada
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkat an
Per ang.

Pasal 5

Bi dang tugas yang tersebut dalam pasal 4 di atas, neliputi senmua
pel aksanaan gari s kebi j aksanaan Pr esi den Republ i k
| ndonesi a/ Pangl ima Tertinggi Angkatan Perang dan senua aparatur
negara termasuk badan-badan usaha, yayasan-yayasan, perusahaan-
perusahaan dan |enbaga-|lenbaga, yang |angsung ataupun tidak
| angsung untuk sel uruhnya atau untuk sebagian dimliki ol eh Negara,
dengan termasuk didalamya tata cara kerja dan personilnya, baik
sipil maupun mliter.

Pasal 6

(1) Bidang tugas yang tersebut dal am pasal -pasal 4 dan 5 di atas,
di tuj ukan kepada usaha untuk nencapai dayaguna dan kew bawaan
yang | ebi h tinggi.

(2) Bidang tugas yang neliputi senua aparatur negara neliputi juga
hubungan kerja sama, baik horizontal, maupun vertikal antara
aparatur negara, termasuk didalamya tata cara kerja, dengan
tujuan untuk nencapai dayaguna dan kewi bawaan yang |ebih

tinggi.
Pasal 7

Bi dang tugas yang neliputi semua personil aparatur negara, nengenai



juga kesetiaannya terhadap negara, tata tertib kerja, kesungguhan
kerja, kejujuran, kecakapan dan kesanggupan kerja sama, dengan
t uj uan untuk nencapai dayaguna dan kew bawaan yang | ebi h tinggi.

BAB |11
VEVVENANG
Pasal 8

Bapekan nenpunyai wewenang, sebagai berikut :

1. mengaj ukan perti nbangan kepada Pr esi den Republ i k
| ndonesi a/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan Perang nengenai sesuatu
yang nenghanbat dayaguna dan pencerm nan kew bawaan dal am
pel aksanaan kebi j aksanaan Pr esi den Republ i k | ndonesi a/
Panglima Tertinggi Angkatan Perang; pertinbangan itu nengenai
sal uran hukum at au sal uran kebi j aksanaan;

2. mengaj ukan pertinbangan dari hasil tugas penelitian kepada
Presi den Republik I ndonesia/Panglinma Tertinggi Angkatan Perang
mengenai segala wusaha yang dapat nencapai dayaguna dan
kewi bawaan yang |ebih tinggi dalam pel aksanaan kebijaksanaan
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkat an
Per ang;

3. meneri ma pengaduan yang | angsung berasal dari rakyat dan/ atau
pet ugas- petugas negara nengenai hal - hal yang merupakan
hanbat an dayaguna dan kew bawaan pel aksanaan kebijaksanaan
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkat an
Perang, dan pul a nenerima buah fikiran rakyat dan/atau petugas
negara nengenai usaha untuk nencapai dayaguna dan kew bawaan
itu yang | ebih tinggi.

Pasal 9

Tiap-tiap instansi termaksud pada pasal 5 berkewajiban nenberi
bant uan sepenuhnya kepada Bapekan dal am nenj al ankan t ugasnya.

BAB | V
KETENTUAN LAI N- LAI'N

Pasal 10
Bapekan nmenpunyai suatu secretariat.
Pasal 11

Personalia Bapekan dan Sekretariatnya diatur dalam Keputusan
Pr esi den.

Pasal 12

Pel aksanaan Per at ur an Pr esi den i ni di at ur dal am Perat uran
Peneri nt ah.



Pasal 13

Segala penbiayaan untuk Bapekan di bebankan pada Bagian |
(Pemerintah Agung dan Badan-badan Penerintah Tertinggi) dari
Anggar an Bel anj a Negar a

Pasal 14
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden Republik Indonesia ini dengan
penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republ i k | ndonesi a.

D t et apkan di Bogor
pada tanggal 27 Juli 1959
Ment eri Muda Kehaki man,

SAHARDJ O,

D undangkan

pada tanggal 27 Juli 1959.

Presi den Republik I ndonesi a,

SCEKARNO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN No. 1 TAHUN 1959
t ent ang

PEMBENTUKAN BADAN PENGAVWAS KEGQ ATAN APARATUR NEGARA
1. PENJELASAN UMM

Penerintah nmenganggap perlu nenbentuk suatu badan yang
bertugas dan berwewenang nenjal ankan tindakan preventif dan
repressif untuk nengawasi, neneliti dan nengaj ukan pertinbangan
kepada Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan
Perang terhadap kegiatan aparatur Negara. Badan itu diberi nama
Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara atau dengan ringkas:
BAPEKAN.

Tujuan dari pada tugas dan wewenang Bapekan ial ah, supaya
segal a tindakan aparatur Negara sesuai dengan Kkebijaksanaan unmum
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang,
yang nem npi n Negara dan nasyar akat .

Wewenang dan tujuan Bapekan itu adalah akibat dari pada
pel aksanaan denokrasi terpinpin senenjak berlakunya |agi Undang-
undang Dasar 1945 dengan Dekrit yang terkenal bertanggal 5 Jduli
1959.

Bentuk yuridis yang dipergunakan nengatur Bapekan ialah
Per at ur an Pr esi den, yang mengat ur pel aksanaan kekuasaan
peneri ntahan dalam tangan Presiden, seperti ditegaskan dal am



Undang- undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1).

Pel aksanaan Peraturan Presiden diatur dal am Peraturan
Penerintah, yang banyak serupa dengan Peraturan Penerintah seperti
di maksud dal am Undang-undang Dasar - 1945 pasal 5 ayat (2).

Personalia yang dibutuhkan ol eh Bapekan akan diangkat dan
di ber henti kan dengan Keputusan Presi den.

2. PENJELASAN PASAL DEM PASAL

BAB | |
SUSUNAN.

Pasal 1.

Dal am pasal per mul aan i ni di t egaskan bahwa  Bapekan
ber kedudukan | angsung di bawah Presiden Republik | ndonesi a/Panglinma
Terti nggi Angkatan Perang.

Pasal 2.

Bapekan terdiri dari seorang Ketua, seorang atau beberapa
orang Waki| Ketua dan beberapa orang anggot a.

Mereka adal ah pegawai sipil, mliter atau orang-orang
partikelir.

Syarat obyektif dan subyektif yang harus dimliki Ketua, Wki
Ket ua dan anggot a Bapekan i al ah: Keseti aan kepada Republi k | ndonei a
sejak 17 Agustus 1945, kejujuran, kecakapan dan kepri badi an.

Pasal 3.

Ket ua, Waki | Ketua dan anggota Bapekan diangkat dan
di berhenti kan ol eh Presiden Republik Indonesia/Panglinma Tertinggi
Angkat an Perang. Pengangkatan dan penberhentian dil akukan dengan
Keput usan Presi den.

| si sunpah Ketua, Wakil Ketua dan anggota Bapekan dirunmuskan
dal am Per at ur an Peneri nt ah.

BAB ||
TUGAS.

Pasal 4 dan 5.

Dal am pasal 4 ini dirumuskan enpat tugas kewajiban Bapekan
di bi dang kegi at an aparatur Negara, yaitu nel akukan

1. Pengawasan kegi at an apar at ur Negar a,

2. Penelitian kegi atan aparatur Negar a,

3. Penyel enggar aan pengurusan dan pengaduan,

4. Mengaj ukan perti nbangan kepada Pr esi den Republ i k

| ndonesi a/ Pangl i ma Tertinggi .

Keenpat tugas ini neliputi pengawasan jalannya pekerjaan
petugas/instansi sipil dan mliter serta nelakukan koreksi dengan
menmakai saluran vyang ada, dan neliputi pul a pertinbangan-
perti nbangan berisi penelitian dan perkenbangan (research dan
devel oprent) yang dapat di aj ukan kepada Presiden Republik



| ndonesi a/ Pangl ima Tertinggi Angkatan Perang dengan nmaksud untuk
nmenyenpur nakan tata-kerja dan | ain-1ain.

Pada "aparatur Negara" termasuk juga badan-badan usaha,
yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan dan | enbaga-I|enbaga, yang
| angsung ataupun tak |angsung untuk sel uruhnya atau untuk sebagi an
dimliki ol eh Negara.

Pasal 6.

Tujuan dan nmaksud tugas Bapekan, seperti dirunuskan dal am
pasal 4 dan 5 ialah supaya nencapai daya-guna dan kew bawaan,
faktor utama dal am pel aksanaan adm ni strasi Negara dal am pengerti an
yang | uas.

Tugas itu dijalankan diseluruh bidang aparatur Negara dan
antar-aparatur, baik vyang tersusun secara horizontal ataupun
vertikal, juga dengan nmaksud supaya nencapai daya-guna dan
kew bawaan

Pasal 7.

Dengan aparatur Negara ditegaskan dalam pasal 7 bahwa juga
di maksud personil|l aparatur, baik sipil atau mliter, nmaupun anggota
direksi, pinpinan dan staf dan pada badan-badan usaha, yayasan-
yayasan, perusahaan-perusahaan dan |enbaga-I|enbaga yang | angsung
dan tidak |angsung untuk seluruhnya atau untuk sebagian dimliki

ol eh Negar a.

Pel aksanaan pengawasan dan penelitian itu nengenai kesetiaan
per soni |, tata-tertib kerja, kesungguhan kerj a, kej uj ur an,
kecakapan dan kesanggupan kerja. Tujuan pel aksanaan tugas terhadap
personil itu ialah supaya tercapai dan terlaksana daya-guna dan
kewi bawaan yang | ebi h tinggi.

BAB |11
VEVENANG,
Pasal 8.

Supaya Bapekan dapat nenjal ankan tugas yang dirunuskan dal am pasal
4 sanpai pasal 7, maka ditetapkan tiga wewenang Bapekan dal am pasal
8, yaitu :

1. Mengaj ukan pertinbangan mnengenai hanbatan daya-guna kepada
Presiden Republik |Indonesial/Panglima Tertinggi Angkat an
Per ang.

2. Mengaj ukan pertinbangan dari hasil penelitian kepada Presiden

Republ i k I ndonesi a/ Pangl i ma Tertinggi Angkatan Perang, dan

3. Meneri ma pengaduan rakyat atau petugas Negara, yang neliputi
hanbatan atau fikiran rakyat/petugas Negara nengenai usaha
supaya tercapai dan terlaksana daya-guna dan kew bawaan yang
| ebi h tinggi.



Pasal 9.
Cukup | el as.

BABI V
KETENTUAN LAI N- LAl N.

Pasal 10.

Bapekan nenpunyai suatu Sekretariat untuk mnenyel esai kan pekerjaan
kepani t er aan.

Pasal 11.
Bagi an personal i a Bapekan di atur dengan Keputusan Presi den.
Pasal 12.

Pel aksanaan Peraturan Presiden diatur dengan Peraturan
Perer i nt ah.

Pasal 13.

Mengi ngat kedudukan Bapekan seperti tersebut pada pasal 1 nmaka
penbi ayaan Bapekan dan Sekretariatnya dibebankan pada Bagian |
Anggar an Bel anj a Negar a

Pasal 14.

Pasal penghabi san nenet apkan rmul ai ber| akunya Perat uran
Presiden ini.

Ter masuk Lenbaran-Negara No. 81 tahun 1959.

D ket ahui :
Ment eri Miuda Kehaki man,

SAHARDJ O,
CATATAN
Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
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